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INDONESIATINDAK PIDANA KORUPSI DI
DARI PERSEPSI MAHASISWA

Azhar
Dosen Fikultas Hukunr Univetriras Srlwiiayr, )1. Patentbang- Prabunrulih Km.fZ Indratay: (Ot) Kode
Pot3o662, Telp: 071 l-580063, AVOa2177803642, E-mrit: rarhar2ot l@gilrait.conr.

ABSTRAK
Akhlr-akhlr ini diremukan lenonrenn baru koruFI yang rerjdi di lndoneSa, petaku rindak pid.na korupsi
terdld dri h6rg.i kalrn$n umur yang rel.rif n$ih mude dan Enpa Fndans ienb k€bmin. Datam
ullsan lnl akrn membalEr Frepsi nahrtsa ErtEdap linda* ptdani koruprl di lndonada, RilangtJn*up
penelklan lnl a*& dlbrtari pada $lah saiu untuerslb mFri dl Indonsia, aalim hal ini tlnlverstGs
Sdwiiaya lhursoya m.hskw. fr|(ukas hukunr. Sedangkan enallg yang disnaftan delrh Fmbahasn
tul!.ln inl yaku deskrlpllf inalljls. M€tode p*llrlan yang dlgunakan drlam renentukan smpei yairu
randofi sadplln& d€dFn menerapkan leblh kurang lepuhh p6€n d:.1 ppdsl yang ad!. Pada behn
p€nrm. akan memb.his tsBngk€dudr*an dndak pidina korupsi d lndongla dl mata dunla beglt! iuga
dilevel r€gidal. Kemudian, nrehdllkurftio d€nnill psspsi dan f.l(or-fakrd yang menrpoFruhi
peBepgl s€rta de8nhi korupsi. l{af, emun m€nuniuken hampk efuruh mahishwa menged apa yilg
dimaksd dengan rindak pidana korup,l, akan r€lapl mydlEl perlletu m€re&a dlsadart miupn Enp.
disdari mmpnyai koniribqC r$hldap !€riadjryi prakrek rind.& ptdae koruFl. Tlndak pidana korupsi
bukan disebrbk.n karda g.[ yang tldek cukup itau doonFn etorcmi (et.pi sblem yang ida hembuka
peluang p€rllaku koruptlfdan nrslh renddlnF moral baog$ dalam hal Ini dllolangil gercrad mda yang
'm€niadl rgponden. H:l lnl segat mengkhiwadrk.n m.5. depan bangsa d& reg.ra.

Ka(a kun(i: persrl, mahrsiswa, kmpd,

AESTRACT

L:kly dijcovered ! new pirenomenon ot corruplion in lndoneCa. perpeFa66 of cdruptis coNisrs of
varias groups who relatlwly young and reprdle$ lhe gender. ln lhls peps will dbcu$ tha jtudents,
percstlom of corrstlon In lndoftsla. The scope of this study wnl be llmlted to me of rhe jbte
unlwrdihs ln lndon6ir, In thb cse in pariioler, Srlwiiaya tlnlv€61!y lawsdenL Whlle lhe relFis sed
in lhe dl$6sion of this pap€r k desriplive andysi!. The meihod sed ln deemlniry rhe smple is
random iampllng, wlth r et ofapprdinDlcly Gn percent of rh€ pqulation. ln rh€ firn parr wilt dlsuss
ihe psltio ofcorruption in lndsede in the ryel of the wortd a5 welt as rcgional lset. Then, dkcu$ rh€
dennhim of perception and the fa6os thlt infllerce rhe percepr'pn and definirion of corruplton. The
findingsshored rhat almo$ alls0denEund€rsend whar h meanr bycofiuptio[ bu! lhe maiorlry oftheir
behavlor cosalously or unconsciosly lEve contribut€d to the pracdce of cofrupt'6n. Corruption ts rct
du€ !o lnadequaE elarig d b6sr lhe economy blt the e)d$lng system oppo(unirie! corrupr behavior
and th€ low mtrah ofthe nrtlon ln this respe(t among the younger gener3lion who were respondenE. lt
ls very anxlds ibou! th€ fu(ure of the [atlon and tlE rbte,
Krywqds: xt@Nidt, studen t\, Lotuprion.
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di setlap tingkaun dan aspek kehidupan masy.rakar kira. Mulal dari mengurus surar

keterangan dl Kepolisian, kartu tanda penduduk, izin mendirikan bangunan, proyek

pembangunan dan pengadaan di insansi pemerinbh sampai proses penegakan

hukum.

Korupsi unpa disadari muncut dari adat keblasan bangsa lndoneria yang

dianggap lumrah dan waiar yang hidup dan berkembang dalam masyirakat dari

dahulu hlngga sekarang. Sep€ni memberi speti kepada para petinggi adar, sutEn dan

para raia. Pemberian hadiah iuga berkembang dalam lingkungan keluarga, sanak

famill. Kebla$an pemberian hadiah berkembang cepar keranah publik yaitu kepada

peiabat atlu pegawal. Kebiasan ini dianggap lumrah oleh sebagian besar rusyarakir

dilihat dari budaya kerimuran. Kebiasan korupsi inl telah meniadl bibit.bibit korupsl

yang nyata. Sehingga msyarahr Sudah terblxa dengan perilaku korupsi dan bahkan

menladi bagian darl kehldupan s€harFhari.

Kebiasan berprilaku korupsi dikalangan masyarakat terus b€rlangsung hingga

menladi suatu kebiasan yang dianggap sesuasJ baglan darl kehidupan itu sndiri, hal

ini disebabkan kar€na masih sangar kurangnya pemahaman rentang korupsi dan

p€mahams terhadap dampak korupsi t€6ebut, Darl rakyar di desa-dsa hingga

perkotaan, mahasiswa, pegawal n€geri, swasb, aparat pen€gak hukum sampai peiabat

negara mayoritas tahu artl kata korupd tetapi mer€ka hampir tidak tahu perbuatan

apa sala yang dikategorlkan korupri. pada umumnya mereka kabur tentang p€rbuatan

korupsi dan b€gitupun dengan aklbat dari korupsi tersebut.

UIEE-.rg,r'@o@

r

I. PENDA}'ILII,tIAN

'Iindak pida!r. korupsi selanilttnya kita sinSlat dengan korupsi

merupikan suatu p€ri{lwa ylng betrifat unive$al yang lelah ieriadi

senreniak ilal perialanan kehiclupan nlnnuiia, tidak terkecuili di Indonesia Praktek

korupsi yang teriadi di lndonesia sangll p.lrih, walaupun soroGn ma'yarakat !erhidap

ko.upsi sangat taiarll dpalagi dikairi(irt dengin peristiwa lerakhir yang kita alami,

dimana tindak pidana korupsl rrerebnk diselsruh aspek kehidupan dan

lembaga'tembaga linBgi negara y!og sehal usnya berfungsi untuk memberanlas korupsi'

seperti kepolisian, keiaksaan, peradil!n, dewan peruakllan rakyat, parEi politik bahkan

peiabat lembaga tinggi negarapuit tak h!puI dengan skand:l korupsl' Hal lni

menyebabkan kebangtrutan negara Indonesii dalanl hal k€stabilan politlk' ekonofli'

moral dan msa depanrbangg dan negara.

Menurut world Jusrice Prciect dalarn surveinya yang paling akhlr tahun 20l I

bahwa perinciat kor'upsi di lndonesia menemplti paling bawah dibandlng Asia Pslffk

dan nenempati urutan ke 47 rcara global. lJeberapa tahuu sebelumnya' hhon 2OO9

berdasarkan data dari PJLiti{ Ecnnaniit i,l.t kitk C.otlsultanty, nilal lndonesit adalah

8,32. Dalan suNei ini, lrihi tailg jlrildkin rerdah berbanding lurus dengan tinglat

dndak pldana korutrsi lirhkar, lilEK'1r rtf Ipsi Indonesia\dinilal lebih huruk dari

Kanrboia. Nilai tirlgkat lirJak L)iclani korLli),i di Kamboia ldalah 9'l' Semenlara

negara yang dinllai Italiilg rc'ld.ii .lllalri iral korupti tetap ditempatl ohh Singapura

dengan nilai 1,42. liia kild lilrni '1a{,rt,' lleivitaan sehari-hari korupsi hampir terjadi
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Pengenlan korup5l sebenarnya telih dimuaa secara tegas di dalanl

Undang-undang Nonlor 3 Tahun l97l tentang Pemberanusan Tindak pidana

Korupsl. Sebagiin besar penger(ian korupsi di dalam Undang.undang tersebut

diruiukdariKirabUndang-undangHukumPidana(KUHP)yanglahirsebelunrnegara

lndonesia merdeka, Namun, sampai dengan saat lnl pemahaman masya?kat

rerhadap pengerdan perilaku korupsl masih sdngat kurung.

Pemahaman pengeftian korupsi iug! bukan lesuatu hal yang mudah m€nurut

Undang-undang Nowr 3 | 'l'ahun 1999 dan Llndang-undang Nomor 2O Tahun

2O0 I rentang PembeEn[asan Tindak Pidina Korupsi. Kebi.saan beryrilaku koruptlf

yang relama inl dlanggap sebagai hal yang waiar dan lumreh dapat dlnyatakan sebagal

tindak pidana korupsi. Sepenl gratifikasi {pmberlan hadiah} kepada penyelenggara

negara dan b€rhubungan dengan jabalannya, iika lidak dllaporkan ke inrtitusi yang

berwenang dalam hal ini Konlsi Pemberantaran Korupsi (KPK) dapar meniadi salah

saau bentqk tindak pldana korupsi. Untuk ituhh penelitiar ini bertuluan untuk

menggali tfitang p€6epsi dan pemahaNan korupsl dikalangan generasi nruda dalam

hal ini mahaslswa khususnya nrahasiswa Fakultis Hukunr UnlveEitat Stlwiiaya yang

dihaEpkan akan meniadi generasi penerus dalam bldang penegakan hukum seperti

meniadi aparar sipiL penyelenggaia r€gaE, hakim, iaksa, politisi dan penrimpinl

bangs.a dan negara. Pennasalahan yang diteliti adalah bagnimana peroepsi mehasiswa

terhadap korupsi sekarang ini, apa yang meniadi penyebab teriadinya kor!psi,

bagatnana kesadaran mahaslswa terhadap prilaku korupsi, bagaimana peranserta
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mahasiswa rerhadap praktek korupsi, dan apakah perlu dlaiarkan mala kuliah khusus

korupsi di perguruan dngg:.

II. METODE PENELI'I'IAN

Penelitian ini merupakan' penelltian empiris berdasarkan padJsumber data

primer dan sekunder, Selaniumya akan membahas materi penelialan, bagaimana

proses yrng dilakukan dal!trr menentukrn populasl dd sampel. Bagaimana

pembagiin ksesioiler da.r pclaktJnaas intcruiew terhadap t.esponden. fJi $mping

itu penelitiatr ini fireilielaskan data tambahau darl data sekunder dan tiniauan

pustaka. Akhirnya pada bagiar lni akan tnenielarkan iustiflkasi rekrik analisa yang

digurrakan di dalam prosdur analisa data.

Materi dalan peflelltiar ini adalah tenrang persepd mahasiswa khususnya

mahasisa fakultas Hilkum llrivereiGl Sdwiiaya terhadap tindak pidan! korupsi di

lndonesiJ-

Lokasi penelitirn dilakukan di dua tempat yaitu di Kainpus Fakultas l-lukunr

Llniversitas Sriwijaya, Palemb.llg dan di Karnpus fakulGs Hutum llniversiras

Sriwiiaya (li lnderalrya, Ogan llir.

Pengunlpulan data dllakukan dengan menggunakan beberapa teknlk

Dengunrpulan dat.1 antata lnin:

@o-ltus!$su.uls4sl
2A02:65\, Angket yang dlsebarkin kepada responden berbentuk angket

teriltup atau terstruktur dengan alternarif lawaban yang telah dlsediakan.

Adapun perEnyaan-pertanyail yang terdapat dalam angket berkisar pada

pemrasalahan yang dibahas dalan penellrlan tnl, lumlah irem pertatryaan d:lam

ang*et adalah sbanyak fO item pertanyaan, iumlah tercbut sudah memadai

sebagaimana diungkapkan oleh Sugiono bahwa iumlah angket yang memadal

adalah anEra 20 sampai 30 pertanyaan (sugiono, 2OO3: I 64).

Anallsa data adalah kegiatan untuk menlaparkin data, sehingga d.pat

diperoleh luatu kebenarin atau keridakbenaran dari suatu hlpoieris. BaEsan ini

diungkapkan bahwa analisis data adalah sbagai prses yang merincl usaha secara

formal untuk menemukan t€ma dan merumuskan lde sepeni yang disaEnkan

sebagai usha untu k memberikan bantuan pada tema dan ide ( Lexy l, I 99 4: I O3 ).

Dengan demikian, data yang terkumpul tersebur dibahas, dibfsirk.n, dan

dikumpulkan secara ilduktlf,. sehingga dapar diberikan gambaran yang repat

mengenai hal-hal yang sebenarnya teriadi. Mengingat penelitian ini hinya

menampilkan data-dah kualitatif, maka penulis menggunakan analisis dat: induktif.

Metode induktlf adalah ialin berfikir dengan mengambil kesimpulan dari

daaa-data yang berslfat khusus, Pendapar lain menyaukan bahwa berpikir indukrif

adalah berangi(at dari fakt2-fakta ahu perisriwa"peristiwa yang konl(rir iru ditarik

generallsasi-generalis6i yang mempunyai 5ifat umum ( Sutrlsno, I 986: 42).
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l. Oblervasi

Sebagai metode llmlah observasl diartlakan peogamatan dan pencatatan d€n8an

5btematlk fenomena-fenomena yang dlselldiki. Dalam arti yangsebenarnya tidak

hanya sebaras pada pengamatan yang dilaksanakan secara langrung maupun tldak

langsung. Obsewasi yang dihkukan p€reliti adalah dengan melakukan

pengamatan yang berkaitan dengan keadaan umunr lokasl penelitian.

2. wawancara

Wawancrra yaitu proses Enya iawab ialam penelitian yang b€rhnrung secarr

llsan, benatap muka dan mendenBarkan secara langsung lntomsi"informasi arau

keterangan-keterangan, dalam hal lni yang diwawancarai adalah mahasiswa dan

doren fakultas hukunr yang dapat Nemberikan lnformasi yang dlbutuhkan

(Suhanfmi,2006r 1121.
I

3. Dokunentasi

Dokunlentasi.dalah ilencarl data mengenal hal-hal berupa catatan, transkrip,

buku titerature, surat kabar, dan media elektronik/internet (Suharsi$1,

2AO6 :206), dalaff penelitlan ini digunakan perpustakaan Fakultas klukunl

Univesitas Sriwilaya, perpustakaan uflum Daerah, Lembaga llmu Pengetahuan

lndonesia dan inteilet. 
i

4. Angket

Angket adatah teknlk pengunrpuian data atau Infonnasi dengan menyerahkar

atau mengirimkan daftar penanyaan untuk diisi 5endlri oleb rsponden (lrawar,

Volume 15
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ill.

Bertolak dari pengertian dl aGs, penelltl menggunakan metode ini adalah

untuk menyimpulkan hasil observati, wawancara dan data yang rcrkumpul lainnya.

Meode induktif adalah untuk menilai fakta.faku empiris yang ditemukan dan

kemudian dlcocokkan dengan landasan yang ada. Dengan demikian, nlaka dapat

dltegskan bahwa teknlk yang digunakan dalam menganallsls data penelidan lnl

adalah teknik lnduktif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Percepsi Mahasiswa Terhidap Korupsi

l. Definisi Perseps!

. Banyak para ahli yang mendefiniskan katn peFepsi. Desideratc

mendefinisikan persepsi merupakan pengalaman obiek, perlsdwa ahu

. hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan infarmasi dan

menafsirkan pesan atau memberikan makna pada stimulasi indra (Rahmat,

2Qos).

PeEpsi adalah sebuah proses saat lndividu m€ngatur dan

menginlerpretsikan kesan-kesan sensris mereka guna memberikan arti bagi

llngkungan nereka (Robbins, Stephen P. 2OO7: 174-184\, Selanlutnya

persepsi dapat betarti proses internal yang memungklnkan kiu memilih,

mengorganisasikan, dan menafsl.kan rangsangan dari lingkungan klta, dan

prses tersebut n1€mperngaruhi perilaku kitr.
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f, benturan kepenringan dalam pengadaan (Pasal | 2 butir i).

g. gradfikaii (Pasal I 2 B iunc.o Pasal I 2 butir C)

Kartono (1983) memb€ri batasn korup5i sebagal tingkah laku

individu yang nlenggunakan wewenang dan labatan guna mengEruk

keuntungan pribadi, meruglkan kepeutingan umum dan negara. ladi korupsi

nerupakan geiala elah pakai dan salah urus darl kekuasail, deni

keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber{umber kekayan negara

dengan menggunakan wewenang dan kekuatan'kekuatan formal (mlsalnya

dengan alasan hukum dan kekuatan s€nial:) unuk mempeltaya diri sendlri,

Korupsl teriadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan iabatan

yang dimiliki oleh peiabat atau pegawai demi kepentingan prlbadi dengan

mengatsnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Sesorang pelabat dikatakan nrelakukan tindakrn korupsi blla ia

menerima hadiah dari seseorang yang bertuiuan mempengaruhinya agar ie

mengambll keputusan yang mengunrungkan kepentingan si pemberi hadiah'

Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk ba16 iasa iuga

t€rmsuk dalam korupsi. Selaniutnya, menambahkan bahwa balas iasa dari

pihak ketiga yang diterima atau diminti oleh seorang geiabat untuk

diteruskan kepada keiuarganya atau partainya / kelompoknya atau

orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, iuga dapat

dianggap sebagri korupsi. Dalam l(eadaan vang demikian, ielas bahwa ciri

SedJngkrr meilur irt Wllgito persensi ndabh proses Fcngorgaiisisiar,,

pcnginterpretasiart terhadrp targsangan yarg diaerima oleh orgarrisme atau

indlvldu iehingga nrerupakan resuatu yang bernrti dan merupakan aktivita5

yang ifltegri.ed dalanr dirl lndividu (Walgito, B. 2OO2$81.

Kemudian Sunaryo mendefinlsikan persepsi sebagal proses akhir dari

penganlatail yang diawali oleh proses dlterimanya stimulus oleh rlit indra,

kemudian individu ada perhatian, lalu dlterukan ke otjlk, dan biru l(cnudirn

lndividu ileryadari dapat nengerti teniang keadaan lingkungan yang a{1i di

sekitarilya Ina(rpun tentarg hal yang ada dalanl diri individu /3ig

L,ersane{iltrl (Sururyo, 2OO2:36),

sebnjutilya Drviddof mengEmukakan persepsi adilah ruati'r pio*$

yang dilalui oLh suatu stlmulus yang diterlma panca indera yarg kemudiail

dlorganbarikan d.ln dllnterpretasikan sehingga individu ricnyadarl ynng

diirderarrya ltr (Walgito.8, 2OO2:69).

D€finisi-definisi t€rsebut di at6 dapat disimpulkan bahwa pemep,i

adalah proses diterlmJnya rangtangan melalui prnca indra ya|rg dldahuhri

olel) perhariarl 5ehingga indivldu rnampu mengetahui, mengartlkarl dan

iillnllrayati teitang hll yang diamatl, balk y:ng ada di luar maupun drlar,r

diri hrdlvidtr.

2: Faktor-Fakror Yang Mempengaruhl Persepsi

.Faktor-fakbr yang memengaruhi persepsi bis terletak dalam diri

pembentuk persepsl, dalam dirl obiek at,u targer yang dianikan, atf,u dalanl

konreks situasi di mana persepsl retrebut dibuat (Robbins, Stephen p. 2OO7:

I 74- | 84), Siagian menyarakan bahwa diri orang yang bersangkutan, ,ara an

peEepsi, dan faktor sitlasl merupakan faktor-faktor yang mempengaruhl

p€riepsi sseorang (Slaglan, 2OO4: 45). Faktor dlrl yang ber$ngkubn

sendiri misalnya apablla seseorarg melihat sesuatu dan berusaha memberikan

interprebsi tentang apa yang dillhatnya. Dalam hal lni yang berpengaruh

adalah karakteristik individual sikap, notif, kepentingan, minat, pengalami!

dan penglErapan. Melalui pengalaman, sesrcrang bisa mendapaekan

informasi baik serara langsung maupun ddak lang'ung. Sedangkan sasaran

persepsl iersebut dapat berupa orang, benda arau peristlwa, dimana sifat-sifat

dari sasaran dapat memp€ngaruhi perepsl orang yang mellhatnya. HaFhal

lain yang lkut menenlukan pereepsl ftseorang adalah gerakan, suam, ukuran,

tlndak tanduk dan ciri-ciri laln clari ssaran persepsi. Dalam hal faktor sltuasi,

persepsi harus dllihat secara kontekstual yang berarti dalam sltuasi nrana

pereepsi itu timtrul perlu pula mendaparkan perharlarl memiliki hubungan

yaflg bersifar tifibal balik. Perepsi rentang sesuaru hal akan mengarahkarl

seseorang untuk memperhatikan hal-hal tertenru. Sebaliknya, apabil3

seseorang menaruh perlratian pada suatu hal tertentu maka perhatiar

@o- l!!!'!!KuM !llle^g!"

seseorang tersebu! akan nlenpengaruhi persepsinya (Sttiadarnra, 20O I :25)

Situa5i merupakan faktor ying turut berp€ran dalaul pertumblhan peGepsi

seSeorang.

3. DeRnisi Tindak Pidana Korupsl

Tindak pidana korupsi ad.lah "seriap orang yang secara melawan

hukun melakukan pierbuaun nremperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasl, menyalalrgunakan kewenlngan, kesenrpatan atau iarana-

yang ada padanya karena iabaDn atau kedudukan yang dapat nrerugikan

k€uangan negara itau perekonomian negara,' (Pasal 2 dan 3

undang'Unda[g Nonror 3 I Tahun I 999 Tentang Pemberantaran Tindak

Pidana Korupsl).

Tlndak pidana korupsi dapat dlgolongkan meniadi tuiuh macam

yaitu (Undang-undang Nomor 3l Tahun 1999 iuncro Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2OOl rentang Pemberantasan Tindak pldana Korupsi);

a. perbuahn yang merugikan keuangan negara (pasl 2dan 3).

b. suapmenyuap (Pasal 5 ayar (t) burira,b, 5 ayar (2),6 ayat (l) burir

a,b, 6 (21 , I l, I 2 t'udr a,b,c,d dan pasat I 3.

c. penggelapan dalam iabatan (Pasal 8,9, lO burir a,b,c).

d. pemerasn (Pasal 1 2 butir e,tg).

e. perbuatan curang (Ptssal 7 ayat( I ) butir a,b,.,d, 7 ayat (2), i 2 ayar (h).
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yang pallng menoniol di dalam korupsi adalah llngkah laku peiabat yang

melanggar azs pemisahan antara kepentingan pfibadi dengrn kepentingan

masyarakat, pemlsahan keuangan prlbadi dengan msyarakat-

Korupsi menurut Black's Law Dictionary adalah "fhe act of doing

someahing wirh an intent to give some advantage inconsistent with official dury

and the righat of othqs; a fiduciary's or official's use of a sktion of office ao

procure sonle benefit either perconally or far sonleone elte, conlrary to the

rights of othss" (Bla€k's Law Dictionary Eight Edition Definition,

2OO4:37 1).

Menurut Syed Huslen Alatas dalam bukunya The Sociology of

Corrupalon bahwa koru!61 bercirikan anEra lain: i ) Korupsi selalu

melibatkan lebih dari satu orang. Biasnya ada persetuiuan gcara rahasia

diantara pegawai yang Frkait dengan si pemberi hadiah, dan dikalilgan

pegawai yang melakukan korupsl ada pengertian tersendlri;2) Pada

umumnya korupsi adalah suatu rahasia, kecuali ditempat yang sudah biasa

dilakukan dan meraialela serta mengakar, tehingga setiap individu yang

nlelakukannya sudah tidak menghiraukan lagi untuk m€llndungi perbuatan

mereka dad khalayak ramai; 3) Korupsi melibatkan kewaliban dan

keuntungan timbal ballk bisa berupa uang anu bukan, Korupsi secata

sederhana dapat dlartikan sebagai "penggunaan fasilitas publik untuk

kepentinga8 pribadl dengan cara melawan hukum" (Hamilton-Hart, Narasha

2OOl:65-82). Korupsi iuga melibatkan kelidakiuiuran arau rebang pilth

dalan penggunaan kekuasan atau k€dudukan yang menyebabkan psorang

atau organisasi mendapatkan keunungan terhadap yang lain.

Karakter Responden

Hasil dari kuesioner yang dikunrpulkan sbanyak I 23 contoh acak

lrandom simples) responden diminta untuk menjawab kuesioner angket dan

kemudian dilnasukkan dalam Microsff Excel Program lalu dianalisa dengan

menggunakan Stati*ica! Package for the Social Sciences (SPSS). ]unrlah

respond€n yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan ,nriO
a

memp€rmudah perbandingan dan m€nganallsa hasil, Tuiuan dari peftinyaar
t

informasi latar belakang responden untuk nrengetahui karakter dari

responden dallm hal lenis kelamin, umur, etnik, agama, angkatan, iokasi

kuliah Palembang dan h)deralaya. Dail I 23 responden yang mengemballkarl

kuesioner, 56010 lakl-laki dan 44olo perempuan dalanl Figure V,l. lui\rlah

mahasiswa lebih banyak dlbanding dengan mahasiswi, hal ini s€suai dengan

komposisi lunrlah populasl. 
\r
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Kemudian, kJhu dilihat bahwa iumlah responden yang berumur

dib.rwah 20 tnhun nreiup.lkin [rayoritis, sebanyak 6oolo dibandlng

dengam iumlah responden berumur diatas 20 6fiun hingga 25 tahun lihat

Figurc. V. 2.

Sedan*an dari iumlah respfrden yang mengemballkan kuesiorer

te'dapal 7,3o/o terdiri dari mahasbwa tahun p€rtama, 69.loA nlahasiswa

tahun kedua, l7 qo mahasiswa hhun k€tiga dan 6,59o mahasiswa tahun

ttrakhh, llhat Ficure. V.4.

Selaniumya, berdsarkan afliaii agma ttrdapat 8l .3 mahasiswa

beragama lslam, I l.4olo beragama Kathollk, 4,906 Kristen prctestan

sedangkan sbanya 2.4olo beragama Hlndu dan Budha, llhat Fiaure, V. 5.

l

Dafi I 2 3 respon d€n yang mengembalikan kuesioner 6 1 mahasiswa

yang kuliah di kaffpus lnderalaya dan seballknya 48% kulhh di kampus

Palembang, seruai dengan kompdisi lumlah mahsisa bait yang kuliah dl

lnderalaya maupun Paleflbang, lihat Figure. V. 3,



Pesepsi Mahaslswa Terhadap Kqupsi

Persepsi responden tshadap korupsi digambarkan dalam

Figure.V,6.-Kemudian akan dluraikan lebih dedl lagi berdasa*an ienis

kelamh, umur, angkatan mahasiswa dan agama didalam Figure, V.6. Dari

Figure V.6, dapat dilihat bahwa mayoriras responds 8O.5 9o mdirhwab

bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wew€nang. Sedangkan yang

menleab korupsi bagian dafi budaya sebanyak 8. I o/o responden,

kemudian yang nrenjawab korupsi merupakan kebiasaan sebanyak lO.6olo

dan lainnya hanya lolo. Dad daaa rersebur dapar disiffpulkan bahwa pacla

umumnya rsponden fiengeni arti dari korupsl, namun, nasih ada

sebagian kKil malrasiswa yang nrasih belunt mencerti arti korupri.
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Fl9u... V.6. P.ne.{ran

Tabel V,7, memperllhatkan pengertian responden dibagi kaiegod

ienls kelamin.55.6010 responden lakik-laki meniawab bahwa korupsi

merupakan penyalahgunaan wewenang dlbanding dengan 44.496 resporrdel

perempuanya menlawab perunyaan yang sama. Disinl terdapat perbedaafi
I

I I (yo.2olo an6ra responden wanlta dan laki-laki dalan meniawab pertarryaan

yang sma. *dangkan untuk iawaban bahwa korupsi bagian dari budaya

terdapat perbedan yang mencolok dimana responden laki-laki sbanyak

TOyo sebaliknya perenpuan sebanyak Joolo, hal Ini sangdt signifikan. tntuk

lawaban korupsi adalah kebiasaan, responden Iaki-laki sebanyak 46.20/o dan

responden perempuan sebanyak 53.8o/0, terdaprt perbedaan 6.4olo,
'{

lumlah keselurahan responden yang meniJwab korupsi adalah

penyalahgunaan wewenang sebanyak 49.6olo responden yang berufilr

kurang dari 2 I tahun dan 30.9olo responden yang berumur 2 I tahun keatas.

Hampir separuh (45.5olo) responds yang kuliah di kampus

lnd€ralaya lebih meng€[i tentang korupsi dibanding mahasiswa yang kuliah

di kamDus Bukit Besar Palembang b€riumlah 35.5yo lihat Flgure.V.9.

Mayoritas retponden (8 l.3olo) meniawab korup6i adalah

penyalahgunaan wewenang, 4,90/o meniawab korufEi bagian dari budaya,

B.9olo korupsi merupakan kebiasaan dan sisanya O.8qo meniawab yang

lalnnya. Dari 81.3olo responden, 670,6 beragama lslim, sedangkan

@o-!!!!ls!ulmGA!L
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Unruk ying nreniawab bahwa korupsi adalah bagian dari kebudayaan 2.4olo

responden berumur kurang dari 2 I tahun sebaliknya 5,7olo yang berumur

2 I tahun kearas. Selaniutnya responden yang meniawab korupti b:gian dari

kebiasaan, 6.5o/o responden tteruffiur kurang dari 2 I bhun dan retpgnden

berunrur 2 I bhun keatas beriumlah 4. I o/o lihat Tabel.V.8.

Dari data tersebur rli atas dapar disimpulkan bahwa semakir muda

unrur responden semal(in rrenlahanri pergertian l(orupsi.

-T.._ffirD3:ilD0r0a:{{0
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responden yang beraganta Kaftolik berjumlah l1.4go, g.lo/o ntenjawab

korupsi penyalahgunaan wewenang, 2.406 meniawab korupsi bagian dari

budayi, O,8 meniawab koruprl nrerupakan kebiisaan. Responden yang

beragama Protestan b€riumlah 4.9yo,3.3qo meniawab korupsi adalah

penyalahgunaan wewenang, O.go/o bagian budaya dan O.gVo kebiagen-

Selanlutnya responden yang beragama Hindu dan gudha beriumlah Z. 4olo,

semuanya meniawab korupsi merupakan penyalahguraan wewenang, lihat

Figure.V. tO.

B. Penyebab Teriadi[ya Korupsi

Bermacam-macam faktor yang menyebabkan teriadinya korupsi di

lndonesia. Korupsi berakarpada kelnginan dan adanya peluang. Ada orangyang

mempunyai banyak peluang dan tempat untuk korupsl tetapi ddak berkeinginan

be$uat demikian. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keinginad untuk

korupsi, reGpi rldak mempuny:i peluang. Hal inl berdasarkan sifar dan sikap yang

menrpengaruhi seseorang itu melakukan ssuatu perbuatan.

Apa yang meniadi peEGlan adalah bahwa korupsi bukan hanya reriadi

karena masalah keuangan, gaii ddak cukup, kemiskinan dan lainlainya seperrj

kebanyakan anggapan orang, tetapi orang yang cukup kaya, uang melifipah

masih mau menerima suap. Misalnya suap politik mantan perdana Menteri

Jepan& Kakui Tanaka adalah orang yang berpenghasjlait besar sepeni juga para peiaba!
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tinggi/menterl, politisi/ketua parGi politik, peiabat, hakin agung, dan para

anggota legislatif di lndon€ria. Padahal mereka ntenerima gaii besar, diberi

akomodasl Gmpat tlnggal gratis dan fdilihs seperti kendaraan maupun biaya

transportisi,

Korupsi terjadi apabila stu pihak dapat memperngaruhi pthak lain,

melalui uang atau cara-cara yang lain, membuat setuatu y&g tidak mungkin

dalam keadun bia5a. Pilih kasih (nepodsme) b€rkalbn dengan pemberian

iabatan, penghormabn ata! pangkat kepada seseorang kawan atau saudara

walaupun yang benangkutan tidak layak mendapatkannya.

Sebenarnya korupsi telah m€wuiud semenlak adanya manusla dimuka

bumi ini. Korupsi miud di Timur dan Barat dalanr semua lapisn Oan bet*a&

sl$em ssial. Koftixi teriadl dimana-mana karena pemicu untuk wuiudnya

korupsi ada dalam mayarakat itu sendlri.

Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena keErgodaannya

akan dunia materi aGu kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika

dorongan untuk meniadi kaya tidak mampu di$han semenEra akes ke arah

kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, tnaka iadllah seseorang akan

melakukan korupsl (NurSyam,20l3:l J. {

Pendapat para ahli diabs, dapat disimpulkan bahwa korupsi Demang

sudah meniadi bagian dari prilaku masyarakat Indonesia. Korupsi sukar untuk

dibasmi secara meny€luruh. Eukan berafti tidak mungkin. Walau bagaimanapun

@oc>ug!!$!s-uls4s'
langkah-langkah penindakan, pencegahil, pendidikan, perbaikan slstim dalam

pemerintahan, melakukan tertib administrasi, m€laksnakan Eta kelola

pemerinuhan yang baik (good gwernancel merupakan keharusan agar dapat

mempersemplt ruang lingkup korupsi sekallgus membermtas korupsi, Dengan

de$ikian diharapkan dapat nrefib€ntuk gen€rasi muda bebas korupsi bahkan anti

korupsi.

Penyebab teriadinya korupsi dapat kim lihat dalam Figure V- I l. bahwa

hanya 34.96 o/o responden meniawab bahwa korupsi disebabkan karena gaii

tidak cukup. Selraliktlya mayodHs responden 62,60 0/6 menlawab tldak setuiu

balrwa korupsl disebabkan karena gail ddak €ukup,

Frgure. V. 1O Peno6dran r.3pond.. t.rh.dip korupil b..da!arkan ag6ma

Volume 15*=rry@o@,
Ini berarti bahwa gaii bukan faktor dominan dalam mendorgpg 5s5ge13pg

untuk melalukan tindakan korupsi karena pada kenyaEannya banyak pelaku

korupsi yang bergaii besar rerap sala melakukan rindak pHana korup$i. Selebihnya

sebanyak 2.44qo respond€n meniawab ridak Ehu apakah karena fakror gait ddak

cukup aEu bukan.

.€ p.hy.brb korlp.t k.r6na qajt {d.k .qkup

Sedangkan terhadap pertanyaan p€nyebab korupsi karena semua orang

melakukannya acu lingkungan yang mempengaruhl orang untuk melakukan

korupsl:dapat dilelaskan dalam Figure. V. 12. Sebanyak 45.53o/o respoden

meniawab korupsi dikarenakan faktor lingkungan yang medorong seseorang unt!k

korupsi, sebaliknya 47.i6olo responden meniawab bahwa lingkungan tid.k

berp€ranan mendorong seseorang melakukan korupil. Sebanyak 7.32Va

responden meniawab tidak tahu. lni bermakna bahwa lingkungan punya peranan

E
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mendorong untuk melakukan tindak pidana korupsi, nanun, lingkungan bukan

faktor yang paling uhn1a,/dorrrinan.

ysns m6nl.wab peny6bdb rorupur

Volunre '15
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Perlunya nelaksanal(Jn tertib Jdnrinistrasi dalr raE kelola pemerintahan

yangbaik (good governance) yang dianiurkan oleh Unired Naaions Economic and

Social Commission for Asia and Pacific nreliputi antara lainr

l. Partisipsi (Participatory) i

2. Berdasrkan consensus (ConJencuJ Odented);

3. Dapat diperunggung lawabkan (Accomaable);

4. Transparan (Ttransparent) j

5. Tanggap terhadap perma5alahan (Responsive);

6. Efektif dan Efrsier (Effective and etli(ient);

6. Adil dan $ecara menyeluruh (Equitable and lnclusive);

8. Mengiiuti aturan hul<um (Foltow the rule)" . .

Ftgqre, V, 13. Ptrs6ntas6 penyebab korupsi ka.ena si€tem m.mberl pulans' untuk ltu

Volumo 15
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Terhadap pertanyaan penyebab korupsi adalah dalam rangka

memperkaya diri sendiri, dapat dilihat dahm Figure. V.15, Mayorhas 87olo

responden meniawab setuiu bahwa korupsi hanya untuk nremperkaya diri

rendiri bagl p€laku korupsi. Hanya 5.690lo responds tidak setuiu, selebihnya

tldak tahu. Hal ini mmuniukkan bahwa pelaku tindak pidana korup6i semaE-

mata untuk kepentingan prhadi para koruptor dan menyengsarakan kehidupan

masyarakat banlak. Untuk itu perlunya pengawdan yang ketat terhadap harta

kekayaan para peiabat publik maupun pegawai negeri serta perlunya

pemberian sanksi yang singat bsat apabila terbukti nrelalskakan korup6i.

ll

Untuk pertanyaan korupsl disebakan sisteN memberikan peluang untuk

orang nelakukar l(orupsi dapat dililrat di Figure. V. 13. Mayoritas (89olo)

responden meniawab bahwa korupsl dlsebabkan sistenr yang ada ntemberikan

peluang untul( teriadinya korupsi. Hanya sebagian kecil 8.13olo ,"ipono"n

nrenjawab I(orltpsi bukan disebabkan sistem yang ada. Sisanya sebanyak 2.44olo

responden tidak trhu apakah disebabkan sisrem atau bilkan. Hal ini sangat

signlfil(an Lrrhwi saLlh satu penyebab korupsi dikirenakan sistenr yang ada

sekarang sangat nlerldLrkufg terindirly.r tindak pidana korupsi. Untuk itu

diharusl(an fielakuken penlLrenahin perubahrn 5ecarJ nrenyeluruh terhadap

sistem yang ada-

@o-rullsss-tgssl
Untul( pertanyaan apakah korupsi teriadi l(arena pelaku korupsi nlenuruti

hawa naFsu dapat dilihat dalam Figure.V.l4. Mayoritas 89.43olo responden

rrenjawab bahwa korupsi disebabkan hanya untuk nrenuruti hawa nafsu

(ketanEkan). Hanya sebaglan kecil 10.57olo responden tidak setuiu teriadinya

korupsi hanya nrenuruti hawa naBu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa salah satlt

fakror yang dominan pelaku korupsi di Indonesia karena hanya menuruti hawa

nafsu. lnl nlenandakan pendidikan yang dilakukan di lndonesia Lrelum mencipai

sasaran yang dllnginkan dan iuga dakwah dalam bidang agama perlu ditlngkatkan

untuk metnperbail(i ahlak dan moral bangsa, sehingga perubahan dan

peningkaGn kesadaran dan pemahanran masyarakat terhadap korupsi serb

dampal( dari l(orupsi semakin meningkat,
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C. Kesadaran Mahasisa Terludap Prilako Korupsi

l. Kondlsi l(orupsi Di lndonesi.l

BerdasarkJn lapgran tahunan dari lenbaga internaslonal yang ternama,

Polltlcal and Economic Ritk consuhancv {PERc) vang b€rmarkd dl Hongkong,

lndonesla adalah negara terkorup nomor tiga di dunia bersama Llganda dalam

hasil suryeinya tahun 2OOl. lndonesia iuga terkorup nonror 4 pada Ghun

2OO2 bersama Kenya. Pada rahun 2OO5 PERC mengemukakan bahwa

lndonesia nr€ningkat meniadi urutan pertanla sebagai negara t€rkorup di Asia

Harian (Kompas, I 9 Mrret 2Oo5. www.kompas.com). D:lam suruei pelaku

blsnis yang dilakukan perusahaan konsultan yang saila, pada bhun 20l0

lndon€sla dlanggap s€bagai negara pallng korup dari l6 negara Asia Paslfik

yang menjadi tuiuan invest;sl (Lihat Tabel I ) Begltupun pada tahun 20 I 3,

skor l(orupsl lndoBetia masih diperlngkat I 5 terburuk dibandlng

negara-negara ASEAN sepeftl Singapura, Brun€i Darussalam, Malaysla,

Thailand, Myannlar, Vlenan, Kamboia, dan Filipina (Political and Economic

Rbk Coniultancy Tahun 20lO dan 20l 3),

Survei tersebut, menuniukan indeks korupsi lndonesia mencapai 9, 27

dari skala lO )'ang ditetapkan survel. Angta ini meniadiikekhawatiran

tersendiri karena nilainya lebih belnr dari penilaian tahun 2oo9 lalu, yakni

pada angka 8,32. Hal ini pun dlakui oleh mantan Ment€ri Keuangan 5rl

Mulyani (Harian Konrpas B Marer 2O I O).
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Transparency lntemational ilenempitkan I ndonesia sebagai neFra

rerkorup nomor llma dahm hasil surwinya dianrara negara ASEAN tahun

2Ol 2, sebaliknya pad. dua rahun sebelunrnya yairu tahun 20 lO lndonesia

diurutan ke mlpat diantara negara ASEAN (Lihat Tabel 2) (Traroparency

lnternatbnal. ww.transparancy,org)- llka klta lihat dalam ksyataan

sehari.harl korupsl hampir teriadi dbetiap tingkatan dan arpek kehldupan

masyarakat. Mulai dari adninistr"si yrng sangat fiendasar sepqd

membuat kartu tanda penduduk dan kaftu keluarga.

Surwi yang diplbllksi Kamis 9 Desember 2OlO, Transparancy

lnternadonal mengaiukan tiga penanyaan umum terkait ksupsi.

Pertmyaan pertama adalah: dalam tig! tahun tsakhir, apakah tirl!*al

korupsi di lndtreia naik, turun, stagnan.
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sebagai lembaga terkorup. Di posisi kedua adalah partai politik dan poli5i.

Lembaga peradilan ada dl posisi ke tiga.

Di peringkat kempat lembaga terkorup adalah pelayanan publik.

Disusul benuru(-turut lembaga pendidikan, mi[ter dan media, LSM, dan

Iembaga keagamaan.

Perenyaan terakhir adalah bagainrana msyaEkat menilai progrm

pemerlntah dalam mmbsantd korup6i. TsnyaG sebanyak 35 pemn

respffden menilaikebliakan Preslden 58Y membsant6 korup6i tldak efektlf.

Sebanyak 33 perren mqiilab efektif, dan 32 persn ms.iawab blas iaia.

Bank Dunia mengungkapkan bahwa ksupsi di lndonesla lerladi

dlmana{ana dberbagai tingkaen gobngan pegawai negerl slpll, eno€,

polbl, iakra, hakim dan polltisi bahkan ildah melanda kelembagam reperti

kepolirian, kelakan, p€radihn, dewan perwakilan raklat (DPR) yeg

sharusrrya berfungsi untuk pflgawasn pembarantds l@rupsi (Harlan

Kmpas. 2 I Oktober, 2OO3. ww.kompas.@n).

DamFk Korup5i

Korup6l menunlukan tantangan serils terhadap pembangunan. Dl

dalam dunia pofitik, korupsl m€mpssullt demokBsl dan tata p€medntahan

yang baik l7ood govffiance) dengan cara menghancurl€n proses fbmal.

Ktrupsl di p€milihan umum dan dl bad.n legislatif msgurangl akuntablitas
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Peringkat O sanlpai I 0, pslngkat O peingkar rerbaik dan lO rerburuk.

Tabel 2. lndex Perstri Korutri Negara ASEAN
I 2olo 2niNo

l.'legara Peringtat IPK , Peringkat
ASEAN : ASEAN

IPK

I
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TercEr sbanyak 43 ptr$n responds asl lndoresia melgaku slama

tiga tahun terakhh'pElcek liorut6iiusrru makin mdad-iadi.serentac hsya

27 peFtr rcspfiden yang nr€ngaku praktek kcupsi lndmsia rcnurun. Dan

si$ 30 pssn responden mngatakan tidak ada perubahan praktek i@rutr| di

lMon€sla dalanr riga tahun belakangM.

Penanyaan kedta, lembaga ntana yaflg palir€ korup dl lndonesia,

Responden surwi mmiawrb parhmen alias dewan peruakllm rakyatbh

7
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dari p€ruakilan di pembentukan kebiiaksanaan; korupsi di sistem pengadilan

mengb€ntikan keterrlban hukum dan keadlld, dan korup5i di pemerinEhan

publlk menghisilkan ketldak-selmbangan dalam pelayanan nrasyarakat. Secara

umum, korupsi m€ngkikis kemampuan initltusi dari pemerintah, karena

ptrgabalan prosedur, penyedotan sumber dayi, dan peiabat dlangkat atau

dinaihn labatan bukan karena prestasi. Pada saat yang besanBan, korupsi

menperslit legirimasl pemerlnHhan dan nilai demokrasi seperri kepercayian

dan toleran3i-

Korupsi iuga nemperoulir pembangunan ekononli d€ngan membuat

dlsoroi dan ketldak efisienan yang ringgi. Dahm skror privar, ko.upsi

I
meningkatkan blaya produksl kar€na kerugian dad pembayaran lllegal, biaya

manaiemen dalanr negosiasi dengao pelabat korup, dan risiko pembatalan

perianiian ahu karena Denyelldlkan. Walaupun ada yang menyabkln lr,ahwa

korupsi mengurangi biaya dengin mempermudah blrokrasi, konsensus yang

baru muncul dan adanya gratifikasi meny€babkan peiabat unruk membuar

aturan-aturan baru dan hatrbatan baru. DiNana korupsi menyebabkan lnflasi

biaya perdagangan, korupsi lugi mengacaukan "lapangan u$ha'', Perusahaan

yang memiliki koneksi dllindungl dnri persaingan dan sebagal hasllnya

memperGhtnkaD perlsahaan-peru5ahaar yang tldak eflsien.

Korupsi menimb!lkan disror5i (kekacauan) di dalam sekror publik

dengan nengalihkan lnveshsi publik ke proyek-proyek nlasyarakat yans

mana gratlfikasi dan upah teBedia lebih banyak. Pe,abat kemungkinan

m€nambah kmpleksitd proyek masyarakat untuk menyembunyikan

praktek korupii, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kek&au.n-

Korupsl iuga mengurangi penrenuhan syarat-syarat keamanan bangunan,

llngkungan hidup, atau at0ran-aturan laln. Korup5i iuga mengurangi kualiras

pelayanan p€merinEhan, infrastruktur dan nlenambahkan tekanan-tekanan

terhadap anggaran pemerintah sepeni kasus hambalang.

Korupsl politls di lndonesia memberikan ancaman besar bagi warga

negaranya. Korup6l politis berani kebiiaksanaan pemerintah sering

mengsntungkan pemberi gratifikasi, bukannya rakyat lus sepefti kasus
a

impor daglng sapl. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat

l'
peraturan yrng mellndungl perusahen besar, namun merugikan

perusahan-petusahaan kecil (SMME's). Politikus-politlkus !'prc-bisnis" ini

hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahdn b€sar yang

memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemllu nrereka. I

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disinrpulkan aklbat kolupsi

dlaus adalah sbagai berikut :

{
l. Tata ekononrl seperti larinya Drodal l(eluar negeri, gangguan terhadap

perusahaan, gangguan penana[an modal;

2. Tata rcsial budaya sepertl revofusi sosial, ketimpangan rcsial;

7
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3. Tara politik sepenl pengambil allhan kekuasaan, hilangnya bantuan luar

regeri, hllangnya krylbawan pemqlnhh, keridaks6bilan polltik;

4. Tata admldstrasisepqri ridat efillen, kuringnya kmampuan adminbrrasi,

hilangnya keahlian, hlbngnya 5umber-sumber nega14 keterbatsan

kebiiiksanan pemrinHh, pengambihn tlndakan-tlndakan represlf;

Selain ltu secara masif korupsl dapat berdampak (Tlm xngaiar

UnlveEhas Paramadina Er Cent6 fs the Study of rellgbn, UIN Syarif

HHayatullah. Bahan aiar mata ksllah wailb And-KoruFi):

l. Lesunya tedradap perekonomiil

Lesunya pereksmlan :kan bedampak k€pada:

a. investsl dan p€rtumbuhan ekonomi lemah;

b. p€nurunan produktivits;

c. utang negara meningkat;

d. pendapatan dari palak menurun,

2. Meningkatnya kemiskinan

Semangkin tinggi kefitrkinan suatu negara akan berdampak kepada:

d. harga iasa dan pelayanan publik mahal;

b. pengentasan kemiskinan tidak berialan;

c. akses masyarakat mlskln semangHn terbatas.

3, Tingglnya krlmlnalitas

Tlngginya kriminalltas d.pat berdampak kepada:
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a.5indikat keiaharan ahu peniahat lelusa melanggar hukum;

b. proteksi terhadap kelompok kelahaGn;

c. desakan pemenuhan kebuilhan hidup yang smangkin semplri

d. solidaritas soslal semangkin langkah,

4. D€morallsasi

Demoralissl nenyebabkan:

a. runtuhnya otoritls pemerintaht

b. matinya etika soslal-polltik;

c. tldak efektifnya peraturan dan perundang"undangan;

d. nrenghalalkan Fgala cara.

5. Kehancuran Blrokrasi:

Dalam hal ini teriadinya kehancuran birok(di yang menyebabkan:

a. birokrasi tidak efisien (boros);

[r. fungsi pelayanan tldak talan;

c. l(omersialisasi blrokrasi;

d. birokrasi meniadi loket tiket;

e. me[guatnya birokrtisasi.

6. Terganggunya slstim politik dan penredDbh

Dengan demikian terganggunya sistim politik dan pemerlntall

berdanrpak pada;
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Tlngkat Kesadaran Mnhasiswn Tefhidap Korup5l

Tingl€r kesadaran fiahasisw, rerhadap korupsi dapar dillhat didalanr

Figuie. V. 16. Mayorlcas 65.85qo responden meniawab bahwa tingkar

kesadaran mereka terhadap korupsi fredlun ataLr sedang-sedang saia, hanya

22,764/o rsponden yang meniawab dngkat kesadaran mereke tlnggi,

sedangkan ll.38olo yang nreniawab tingkat keasada.an mereka marih

rendah. Ini membukrikan trahwa nrasih sangar perlunya s6hlisdi terhadap

penlahanlan l(orupsi dikalangan nrahasiswa ap.lagi di nasyarakat luas,

l!

Pe6epsi Mahasiswa Terhadap Praktek Korupsi j

Persepsi rerponden terhadap praktek korupsi dlgambarkan dalam

Figure. V. I 7. Mayorits respond€n 182,93%l meniawab bahwa korupsi di

Indone5ia senrangkin meningkat. Sedangkan, I 2.2Od responden mffiawab

perilaku korupsi di lndonesia stabll. Sisanya, 4.889o yang meniawab, korupsi

di lndonesia nrenurun. Hal ini sangar mengkhawatlrkan karsa ini

7
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Terhadap perunyaan apakah pelaku kor!psi parur dimaafkan

tergambar dalam Figure.V. 20. Mayoritas responden 59.35olo menlawab

tidak setuiu pelaku korupsi dimaafkan, sebanyak 28.46qo responden

meniawab setuiu pelaku korupsi dimaafkan. Hal ini menunlukkan bahwa

naslh perlu menlngkarkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya laten

korupsi,

86Ci:--
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a. munslnya kepenlimpinan yang korup;

b. sistint politik mandul;

c, fungsi pemerintah:n tidak ialan;

d. HilaDgnya espektasl dan kepercayaan rikyat terhadap lembaga

pemerintah.

7. Buyar mag depan demokrasi

Dalam hal lni dampaknya nlellputi:

a, hilangnya kepercayaan publik terhadap denrokrsi;

b- nrenguatnya pluktokrasi;

c, hancumya kedaulatan rakyat.

8. Runtuhnya penegakan hukum

a. hilangnya kep€rcayaan publik terhadap aparat penegak hukum;

b. rakyat tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang salah;

c. meraialela korupsi dan kriminalitas.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusk

sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapalnya tuiuan nasional

seperti yang tercanium dalam Pembukaan Undang.Undang Dasar 1945

yaitu untuk memaiukan keseiahteraan unrum, mencerdaskan kehldupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertlban dunia yang berdsarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan mewuiudkan keadilan ssial bagi

seluruh rakvat lndonesia.

IthOo !!U!.HUKuM!!M49j_
lv:

membukti*rn usaha pemberantasan korupsi yang dld€ngungkan pemerintah

relama inl tldak mencapai tuiuar dengan kau lain gagal toul. Untuk itu

pemerinbh harus lebih giar lagl dan bek€ria keras melakukan pemberanusan

korupsl tidak hanya beretotlka dan melakukan pemberantasan korupsi secara

Gbang plilh. Maslh sangit dlperlskan mendidik nrasyarakar tentang korupsi

baik dalam pendidikan formal milpun non formal, melakukakan

menlngkabkan kesadaran masyrrakaa terhadap pemahaman korupsl dan

bahaya korupsl. M€ngaiakstakeholders/pemingku kepentingan beEama'sama

memeraogi korupsl dan melakanakan Gta kelalola penrerintahan yang baik.

Kemudlan terus memperbaiki slrtem, menganti aparat yang korup di Komlsi

Pemberantsan Korupsi, Keiaksail, Kepolisian, DPR dan Peradllan. Terakhlr,

menghukum para koruptor,dengan hukuman kurungan yang 5angat berat

Enpa pemberian remlsl dan pemilklnan koruptor sefta hukuman dari

masyarakat.
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respmden setuiu bahwa korupsi mffipunyai dampak yang dapat

' menghamba( pmbangunan dan penumbuhan ekonomi Negara.

D, Peran sefta Mahasitwa Terhadap Praktek Korupsi

Terhadap pertinydn pemahkan rspondo dalam tiga tahun teralifiir

lnl dipaka mslbayar biaya tambahan selain biaya rsmi k€tika berurusan di

institsi pflerintah dapat dlllha( dalam figure. V. 18. Mayorits rsponden

78.88ob mengaleri dipak$ memba)ar blaya tambahan dluar biaya rcsmi

sryaktu beruru5an dengan iNtansi pemerlntah. Sismya sebanyak 2l , t 4olo

tidak pemah mengalami menrbayar biaya tambahan sewaktu berurusan d€ngan

lnstansl pemerlntah. Hal ini menuniukkan bahwa pungutan llar maslh

meraialela di instansi pemerintah. Untuk menghi.ldari hal tersebut harus

I
dilakukan e-government agar antara pelayan masyarakat/pegawai negeri

dengan m.syarakat tidak melakukan kontak langsung. Dbainping ltu

membsikan tugas dan tanggung iawab kepada aparat sesuai dengan keha$an

dan kwampuannya sepeni penyetoran dana/Lrang dari masyarakat ker"phak

bank bukan kepada aparat yang tidak dilatih untuk hal tersebut.

Pe6epsi Mahasiswa Te.hndap Dampak Korupsi

Pertepsi mihaSiswa terhadap dampak korupsi dapa! nrerusak

sendi-rendi kehidupan berbangra ilan berrcgara dapar dilhat dalant Figure.

V. 21, Mayqiras respond€n 95,93olo seruiu bahwa korupsi nrentsak

sendi"serdi bs'blngsa din bernegara. Pada utrumnya mahasiswa nteng€ni

dampak dari korupsi sangat fatal bagi bangsa dan negara. Nanrun, apabila kira

lakukan tabulasl sihng t€fiadap p€rbuaran yang dilakukan nahasiswa dalam

iehidupan sehari-hari, yalru )n.yoriGs nasih mefiberi grarifikasi kepada

aparat, hai ini 5argat ber(olai( lrel!kang dengan pengetahuan niahsiswa

terhadap darrlpak korupsi .

fref,j.*sb bahwr ko'ue

f4ahariswt jxg! meFgerti irahwa damp;k darr korupsi Capri

nenghaltbir irr:lllbiJigrrnnn liin peftrbuh"rn elononri degar!. H.rl ini dapat

t er ga$ l-' .i, 'inririi !ebanyak 99.t9 o/o iari keseluruhrn
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Sedangkm untuk perGnyaan pernahkah dalam ilga uhun terakhlr lni

ketika berurusan dengn instansi |Xmerlniah mmberi bhya umbahan umuk

melancarkan urusil dapat dilhat dalm Flcurc, V. 19. Mayditas responden

7J.17% menberikan biaya tambahan untuk mempedilar ursan di instansi

penerintah. Halrya 26.830/0 yang tidak memberikan blaya tambahan. Hal ini

sangat signlfikan bihwa peilbedan blaya tambahan/gratifikasi sudah

merupakan bagiil dalanr kehidupan seharj-hafi dldalam masyarakat lndonesia.

Perlunya tlndakar tegas dii pemerinlah untuk nrelarang pegawai negeri

nrenerima gratiffkasi, yang nrerupak3n pedruaran korupsi. Hal ini iuga

m€rupakan pefhirtar peryuapa[ dan dapat di!impulkan bahwa lesadaran dan

penraharnan nrsyarJkar lDoonesin dalam praktek kehidupan sehari.hJri

terhadap koruiri.masih iauh dafi yang diharapkan. Merupakan keharusan

pemerintah terus mengalakkan sosialissi terhadap korupsl dan pemahaman

[erhadap korupsi dalanr kehidupatr sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tingkat

l(esadaran korupsi respondeI yang sedang'sedang saia.

@Oal!w&!-!lilcAeL

Perlunya Ma(a Kuliah Khusus Korupsi di Perguruan Tinggi

Hasil survey Fic,urc.V.23. menuniukan temyara tidak adr mata kuli;h

khusui korupsi yang diberlkan nlaupun yang ditawarkan di Fakultas Hukunr

Univefiims Sriwiiaya maupun dl tingkar univenita5 balk itu mata kuliah wailb

ataupun plnhan.

H it-=,-

Hal ini iangat disayangkan karena berdasarkan hasll suryey dalam

penelitian ini mayorita5 ilahasbwa menghglnkan adanya mata kuliah khusus
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renbng korupsi. Hrl in; dapat terlilrat dalam Figure,V.24. dimana 92'68 0/6

nraha5iswa nrenglrendaki adinya mata kuliah khusu5 tentang korupsl baik sbagai

mau kuliah waiib atau pilihan Fhingga fiereka dapat mengeni dan memahami

korupsi 5ecar! reoriti5 $aupun praktis, Dengan demikian diharapkan dapat

diamalkan dalanl kehidupan iehari-hari dan mencipEkan gfferasi muda yang

melek dan b€bn5 dad korupsi,

.nr!*!b p.du m.t. kuBth v..g m.nj.r.a*.n
- m.r.l.h ko.uD.l drn D.mb.r.nb..nryr dl t kulF.

G-
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IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

l. Perspsi mahaslswa terhadap tindak pidana korupsi secara keieluruhan

sudalr benar, seruai dengan peraturan yang berlaku mapun pendapat part

ahll yaitu korupsi adalah salah etu bentuk penyalahgunain wewenang.

2. Peny€bab teriadinya korupsi bukan karena gaii ddak cukup dan fakror

lingkungan dimana rciap orang melakukan korupsi, Darl hasil temuan

dilapangan bahwa fakbr yang sangat domlnan mndorong orang

melakukan korupsi dikarenakan beberapa hal anlara laln:

. a. Karena slstem yang ada sekarang menberik.n peluang kepada pelaku

untuk nrelakuk3n koruptl ; t

b. Karenl hanya renuruti hawa nasu, ketidakberdaysn lndlvidu unruk

mengontrol keinginan ;

c, Karena untuk memperkayr dirl *mah.mau.

3, Mayoriti$ mahasirya menyadari bahwa tlndak pldana korupsi menghambat

pertumbuhan perekonomian dan penlbangunan bangsa merusak

rendl-sendi berbangsa dan bernegara, memlskinkan dan menyengsarakan

masyarakat b!nyak. Sedangkan untuk tingkar ke$daran mahsitwa cokup

signiflkan (65.859o) bahwa mahasiswa menyadail bahwa ksadaran

mereka lerhadap korupsi mtrih sedanS. Mayoribs mahaskwa iuga

menyadad bahwa tiga (ahun terakhir ini eskalaii tiMak pldana korlpsi di

Votume 15
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Saran

L Sudah ea0lya masing-msing universihs khulusnya fakultas hukum untuk

memberikan mata kuliah khusus yang membahas rentang tindak pidan.

korupsi ;

Perlunya keriasama antara pihak lakul6s, unlveribs dengan lembaga yang

memberanas korupsi khususnya Komisi Pember:ntasn Korupsi ;

Perluny3 nremberikan contoh (role nodel) kepada mahasirya, msyarakar

lnrum tentang pril!ku yang tidak koruptif ;

Tidak dapar diowar lagi pen€rintah harus melakukan Era kelola

pemerlnahan yang baik (g@d gvemilce) t

Mengampuusi para aparat seperti polisi, iaksa, hakim dan anggota DPR

yang korupsi/busuk;

Menghukum berat para koruptor tanpa tebang pillh, menerapkan tindak

pidam pencucian uang at'u pemisklnan terhadap koruptor dan

mnhdakan remiii;

Merrgkampanyekan gerakan anai korupsi lebih gial lagl dengan cara

membedkan contoh tauladan terutama bagi pendldik, paru ap;rat dan

pemimpin negara, bukan hanya rctorik! atau b.s-basi;

Mengawasi secara ketat haru kekayaan peiabat, sebelum,ssdang dan

sesudah memegang jabatan.

7

3.

@oaLu!'E$su!E!s$L
bnah air bukan menurun teGpl seman€tin nleningkat. lnj sesuatu

peringabn d:n ianda bagi pemerintah dan maryarakat lndonesia bahwa

pemberantaian korupsl m€ngalami k€gagalan total. Sehingga perlu

rengevalusl dan menglcii ulang upaya yang Plah dllakukan dalam

pemberantsan tindak ptdana korupsi dan memperbalklnya uDtuk kedepan'

4. T€muan lainnya bahwa dalam tiga lrhun terakhlr ini mayorlus ilahasiswa

telah ikut berperan menggalakkan korupsi dengan cara memberi blaya

tambahan dalam berurusn di instansi pemerinGh balk secara sadar

maupun tidak edar, dipaka maupun recara iukarela,

5. Hingga sat inl belum ada mata kuliah khusls yang membahs tenung

korupsi di fakulas tempat duakukan penelidan, mauputr dilevel unlveroit2s,

bel$m adanya keinginan darl Departemen Pendidikan Nsional Republik

lndordsia atau l€mbagr yug khusus memberanE$ korupsl untuk meminta

fakulEi atiu univerCtas untuk mengaiarkan maE kul'Eh yang berkaiEn

d€ryan korupd di lndonesla, Padahal berdaarkan penelltian inl, mayoritas

ruhaskwa meneinginkan nEta ku,iah ytng khuss menbahas korupsi ada

dldalm kurikulum.
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